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ABSTRACT

This study examines the authority of the Attorney General's Office as the sole
prosecutor (Single Prosecution System) in corruption cases in Indonesia. The
background lies in the dualism of prosecutorial authority between the Attorney
General's Office and the Corruption Eradication Commission (KPK), which
potentially creates legal uncertainty and disparities in prosecution. A normative
legal research method is employed using statutory and descriptive-analytical
approaches. Results indicate: (1) harmonization of prosecutorial authority between
the two institutions forms a collaborative functional asymmetry; (2) the Attorney
General's authority is attributive and delegable; and (3) juridical obstacles arising
from regulatory disharmony can be resolved through regulatory harmonization
based on a non-pure Single Prosecution System model.
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ABSTRAK

Penelitian ini membahas kewenangan Kejaksaan sebagai penuntut tunggal (Single
Prosecution System) dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Latar
belakang penelitian adalah adanya dualisme kewenangan penuntutan antara
Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berpotensi
menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas penuntutan. Penelitian
menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan
analitis-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) harmonisasi kewenangan
penuntutan antara Kejaksaan dan KPK membentuk konfigurasi asimetri
fungsional yang bersifat kolaboratif; (2) kewenangan Kejaksaan bersifat atributif dan
dapat didelegasikan oleh Jaksa Agung; serta (3) hambatan yuridis berupa
disharmoni peraturan dan belum optimalnya koordinasi dapat diatasi melalui
harmonisasi regulasi mengacu pada model Single Prosecution System tidak murni.
Kata Kunci: Kewenangan, Kejaksaan, Penuntut Tunggal, Korupsi, Single
Prosecution System
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PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia secara konstitusional telah ditegaskan sebagai
negara yang berlandaskan pada hukum (Rechtsstaat), bukan semata-mata negara
yang dijalankan atas dasar kekuasaan (Machtstaat).! Penegasan tersebut tercantum
eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD NRI 1945) setelah amandemen keempat. Konsekuensi dari pengakuan
tersebut menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam setiap tindakan
penyelenggaraan negara, baik dalam pembentukan kebijakan maupun dalam
pelaksanaan kekuasaan pemerintah.

Penegakan hukum di Indonesia merupakan perwujudan dari kekuasaan
kehakiman yang dilaksanakan di lingkungan peradilan.?2 Sebagai negara hukum,
Indonesia membutuhkan penguatan terhadap lembaga penegak hukum, khususnya
dalam hal kewenangan dari lembaga penegak hukum itu sendiri, guna mencegah
terjadinya tumpang tindih (overlapping) atau bahkan dualisme kewenangan antara
dua lembaga atau lebih dalam penanganan perkara tindak pidana.

Konsep sistem peradilan pidana terpadu atau Integrated Criminal Justice
System menegaskan bahwa Kejaksaan adalah salah satu pilar utama yang memiliki
peran sentral sebagai lembaga yang berwenang sebagai penuntut umum, sekaligus
sebagai pengendali perkara atau dominus litis yang menentukan layak atau tidaknya
suatu perkara diajukan ke pengadilan.3 Asas dominus litisini juga dimuat
dalam Guidelines on the Role of Prosecutors yang diadopsi dari Kongres PBB ke-8
tentang Pencegahan Tindak Pidana di Havana, Cuba pada tahun 1990.

Sistem penuntutan tunggal atau Single Prosecution System berakar pada
konsep Kejaksaan yang bersifat satu dan tidak terpisah-pisahkan (een en
ondeelbaar)* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021
tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Namun demikian, ketentuan tersebut
menjadi problematis dengan hadirnya KPK yang juga diberikan kewenangan
penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 6 huruf e
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Data Transparency International menunjukkan bahwa Indeks Persepsi
Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2024 berada di angka 37, menempatkan
Indonesia pada peringkat 99 dari 180 negara.’ Kondisi ini menunjukkan bahwa
praktik korupsi di Indonesia masih mengkhawatirkan, meskipun telah dibentuk
berbagai lembaga dan instrumen hukum untuk memberantasnya. Tindak pidana
korupsi dipandang sebagai extraordinary crime baik dalam sistem hukum nasional
maupun perspektif hukum internasional.

Diskursus kewenangan penuntutan yang dimiliki dua lembaga sekaligus
tampak nyata melalui perkara mantan Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh.
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat melalui Putusan
Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 20 Mei 2024 mengabulkan nota
keberatan Terdakwa dengan pertimbangan bahwa Penuntut Umum KPK tidak
memperoleh delegasi kewenangan penuntutan dari Jaksa Agung.” Namun putusan
sela tersebut kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui
Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI. Perbedaan dasar pertimbangan
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hukum antara kedua majelis hakim tersebut memperlihatkan urgensi harmonisasi
regulasi kewenangan penuntutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.# Normatif
berarti penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka berupa data
sekunder atau penelitian hukum kepustakaan (library research).? Pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach)
dan pendekatan analitis (analytical approach) yang bersifat deskriptif analitis.10

Sumber data terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-
undangan), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal ilmiah, putusan pengadilan),
dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia).® Analisis data dilakukan
secara kualitatif dengan metode deduktif, yakni penarikan kesimpulan dari
ketentuan umum dalam perundang-undangan terhadap permasalahan konkret
yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Single Prosecution System di Indonesia

Kekuasaan penuntutan merupakan salah satu bentuk kekuasaan negara yang
bebas dan merdeka.l? Dalam kerangka sistem peradilan pidana, penuntutan
merupakan mata rantai yang menghubungkan proses penyidikan dengan proses
pemeriksaan di pengadilan. Penjelasan Pasal 35 ayat (1) huruf j Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan secara tegas menyatakan bahwa tugas dan
wewenang Kejaksaan di bidang pidana dilaksanakan dengan memperhatikan
asas Single Prosecution System, asas Een En Ondeelbaar, dan asas Oportunitas.

Asas Single Prosecution System menempatkan Jaksa Agung sebagai penuntut
umum tertinggi yang mengendalikan seluruh kewenangan penuntutan.’® Melalui
Pasal 18 ayat (1) UU Kejaksaan ditegaskan bahwa Jaksa Agung merupakan Penuntut
Umum tertinggi dan berkedudukan sebagai pengacara negara di Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Asas ini berlaku secara universal dan dikenal dalam berbagai
nomenklatur seperti unified system (Ukraina), highest prosecutor (Vietnam), single
national prosecuting authority (Afrika Selatan), dan chief procurator (RRC).14

Asas Een En Ondeelbaar menegaskan bahwa Kejaksaan merupakan satu
kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Setiap tindakan Jaksa pada hakikatnya
merepresentasikan institusi Kejaksaan secara keseluruhan.’® Dengan demikian,
kesatuan kebijakan penuntutan hanya dapat terwujud apabila kewenangan
penuntutan berada pada satu lembaga negara, yakni Kejaksaan di bawah
kepemimpinan Jaksa Agung.

Melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2024-2045,
pemerintah mengamanatkan transformasi sistem penuntutan menuju Single
Prosecution System dan transformasi Kejaksaan sebagai Advocaat Generaal sebagai
salah satu game changers supremasi hukum.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0) 2116

Copyright; Dyah Harum Surtikanti, Faisal Riza, Nursariani Simatupang


https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum e-ISSN 3026-2917
https:/ /ejournal.yvayasanpendidikandzurrivatulquran.id /index.php/AlZayn p-ISSN 3026-2925
Volume 4 Number 3, 2026

Harmonisasi Kewenangan Penuntutan Kejaksaan dan KPK

Berdasarkan konsideran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, aparat
penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi adalah
Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK.1® KPK memperoleh kewenangan penuntutan
melalui Pasal 6 huruf e UU KPK sebagai bentuk kewenangan atributif yang lahir
langsung dari undang-undang. Konstruksi ini secara normatif menciptakan
konfigurasi yang berbeda dari asas Single Prosecution Systern murni yang
menempatkan penuntutan sebagai kewenangan delegatif dari Jaksa Agung.

KPK dapat dikategorikan sebagai bagian dari sistem hukum yang bersifat lex
specialis sistematis,’7 yang memiliki kekhususan secara sistematis karena menyusun
sendiri pangkat hukum pidana yang menyimpang dari ketentuan umum. Terdapat
tiga parameter yang menjadi ukuran suatu undang-undang dikategorikan
sebagai lex specialis sistematis: (1) ketentuan pidana materil yang menyimpang dari
ketentuan umum; (2) pengaturan hukum acara yang berbeda dari KUHAP; dan (3)
subjek hukum yang memiliki karakteristik khusus.18

Perbedaan tersebut diantisipasi melalui Pasal 12A UU KPK yang mewajibkan
penuntut umum pada KPK untuk melakukan koordinasi dalam melaksanakan tugas
penuntutan. Namun dalam praktiknya, ketentuan ini tidak secara eksplisit
menyebutkan koordinasi dengan Jaksa Agung, sehingga menimbulkan ruang
interpretasi yang luas.

Harmonisasi kewenangan penuntutan antara Kejaksaan dan KPK dengan
asas Single  Prosecution — System menunjukkan adanya konfigurasi yang
bersifat asimetri fungsional — fungsi penuntutan dilakukan oleh dua lembaga
berbeda namun memiliki tujuan yang sama, yakni efektivitas pemberantasan tindak
pidana korupsi. KPK tidak berperan sebagai subordinat Kejaksaan, melainkan
sebagai mitra fungsional yang setara dalam relasi koordinatif dan integratif.

DIAGRAM | — MODEL SINGLE PROSECUTION SYSTEM TIDAK MURNI (BERLAKU DI INDONESIA)
koordinasi (Psl. 124)

JAKSA AGUNG

Penuntut Umum Tertinggl

Oditur Militer =+ Koordinasi JAMPIDMIL  Kejaksaan =* Delegasi Langsung

Sumber: Elaborasi Penulis dari UU No. 11 Tahun 2021 dan UU No. 13 Tahun 2019

Kewenangan Kejaksaan sebagai Single Prosecutor

Kewenangan Kejaksaan sebagai penuntut umum dalam perkara tindak
pidana korupsi bersifat atributif,1® yakni diberikan langsung oleh Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2021. Pasal 30 ayat (1) huruf a UU Kejaksaan menegaskan bahwa
kewenangan Kejaksaan dalam hal tindak pidana mencakup: melakukan
penuntutan; melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan; melakukan
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pengawasan pelaksanaan putusan; melakukan penyidikan tindak pidana tertentu;
dan melengkapi berkas perkara tertentu.

Pasal 35 ayat (1) huruf j UU Kejaksaan memberikan kewenangan kepada
Jaksa Agung untuk mendelegasikan sebagian kewenangan penuntutan kepada
penuntut umum. Penugasan Jaksa sebagai penuntut umum hanya dapat dilakukan
melalui pendelegasian dari Jaksa Agung. Syarat-syarat delegasi menurut Philipus
M. Hadjon meliputi: (a) harus definitif; (b) harus didasarkan pada peraturan
perundang-undangan; (c) tidak dilakukan kepada bawahan; (d) adanya kewajiban
memberikan pertanggungjawaban; dan (e) ada kemungkinan kewenangan yang
dilimpahkan ditarik kembali.?

Mia Banulita mengidentifikasi dua model penerapan Single Prosecution
System.?! Model pertama adalah sistem penuntutan tunggal murni, di mana seluruh
kewenangan penuntutan secara eksklusif berada pada Kejaksaan dan seluruh
perkara dari lembaga lain diserahkan kepada Kejaksaan untuk proses
penuntutan. Model kedua adalah sistem penuntutan tunggal tidak murni, di mana
lembaga lain (seperti KPK dan Oditur Militer) dapat melakukan penuntutan tetapi
dalam koordinasi, komando, dan pengawasan Jaksa Agung.

Sistem yang berlaku di Indonesia saat ini adalah model Single Prosecution
System tidak murni, sebagaimana tercermin dalam Pasal 35 ayat (1) huruf i danj UU
Kejaksaan jo. Pasal 12A UU KPK. Dalam model ini KPK tetap dapat
mempertahankan independensinya, namun pada saat yang bersamaan juga wajib
menjalin koordinasi erat dengan Kejaksaan dalam pelaksanaan kewenangan
penuntutan.

Hambatan Yuridis Penerapan Single Prosecution Systemn

Hambatan utama dalam penerapan Single Prosecution System terletak
pada disharmoni peraturan perundang-undangan. Terdapat tiga rezim pengaturan
yang berpotensi konflik norma: pertama, KUHAP (UU No. 20 Tahun 2025) yang
menempatkan jaksa sebagai satu-satunya penuntut umum; kedua, UU Kejaksaan
yang menegaskan kewenangan tunggal Kejaksaan di bidang penuntutan; dan
ketiga, UU KPK yang memberikan kewenangan atributif kepada KPK untuk
melakukan penuntutan.?

Hambatan berikutnya adalah kewenangan penuntutan KPK yang
bersifat superbody.?3 KPK tidak hanya berwenang melakukan penuntutan, tetapijuga
dapat mengambil alih tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang sedang
dilakukan oleh Kepolisian dan/atau Kejaksaan berdasarkan Pasal 10A ayat (2) UU
KPK.

Perbedaan penafsiran ini tampak nyata dalam perkara Gazalba Saleh.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangannya menyatakan bahwa
"seluruh penuntutan pidana di Negara Republik Indonesia, termasuk yang
dilakukan oleh KPK, hanya dapat dilakukan oleh Penuntut Umum yang telah
menerima pendelegasian wewenang penuntutan dari Jaksa Agung sebagai
Penuntut Umum Tunggal."” Sebaliknya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
berpendapat bahwa harmonisasi regulasi merupakan kewenangan pembentuk
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undang-undang, bukan peradilan, dan sepanjang UU KPK masih berlaku,
kewenangan penuntutan KPK tetap memiliki legitimasi hukum.?

Dalam perspektif teori penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman,
hambatan ini mencakup tiga dimensi: legal substance (disharmoni norma), legal
structure (fragmentasi kelembagaan), danlegal culture (perbedaan paradigma
antarinstitusi penegak hukum).26

Upaya Harmonisasi dan Penguatan Kedudukan Kejaksaan

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 87/PUU-XXI/2023 telah
menegaskan bahwa kewenangan penuntutan KPK merupakan kewenangan yang
sah secara konstitusional sebagai bagian dari kebijakan hukum negara dalam
pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai extraordinary crime.?” Putusan ini
sekaligus membuka arah harmonisasi yang lebih konstruktif dalam
kerangka Integrated Criminal Justice System.

Upaya harmonisasi dapat diwujudkan melalui penyelarasan norma dalam
berbagai peraturan perundang-undangan: UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP,
UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK, UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, UU
No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta UU No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Harmonisasi ini sejalan dengan komitmen
Indonesia sebagai negara pihak dalam United Nations Convention Against
Corruption (UNCAC) yang diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 2006.28

Penguatan kedudukan Kejaksaan perlu dilakukan melalui mekanisme
koordinasi yang lebih tegas dan operasional antara Kejaksaan dan KPK,
sehingga early stage coordination dapat diwujudkan sejak tahap awal penanganan
perkara. Kewenangan Jaksa Agung tidak bersifat mengintervensi secara teknis
perkara KPK, namun mengarahkan penyeragaman kebijakan teknis dan
administrasi penuntutan sesuai karakteristik asas Single Prosecution System dalam
arti luas.??

Keberadaan KPK pada hakikatnya merupakan langkah korektif yang bersifat
sementara (a temporary way out) yang dibentuk sebagai respons atas menurunnya
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.3 KPK tidak
dimaksudkan untuk mengambil alih atau menggantikan peran Kejaksaan,
melainkan mendorong reformasi kelembagaan Kejaksaan sebagai trigger
mechanism pemberantasan korupsi.

SIMPULAN

Pertama, harmonisasi kewenangan penuntutan antara Kejaksaan dan KPK
membentuk Kkonfigurasi asimetri fungsional yang bersifat kolaboratif. Adanya
kewenangan penuntutan oleh Kejaksaan (Pasal 18 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2021)
dan KPK (Pasal 3 dan 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019) menciptakan bentuk
kewenangan bersama (shared prosecution authority) yang tidak saling meniadakan.
Kedua, kewenangan Kejaksaan sebagai penuntut tunggal bersifat atributif dan
dapat didelegasikan oleh Jaksa Agung kepada penuntut umum, termasuk kepada
Jaksa yang bertugas di KPK melalui Pasal 35 ayat (1) huruf j UU Kejaksaan jo. Pasal
51 ayat (3) UU KPK. Hal ini sejalan dengan model Single Prosecution System tidak

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0) 2119

Copyright; Dyah Harum Surtikanti, Faisal Riza, Nursariani Simatupang


https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum e-ISSN 3026-2917
https:/ /ejournal.yvayasanpendidikandzurrivatulquran.id /index.php/AlZayn p-ISSN 3026-2925
Volume 4 Number 3, 2026

murni yang berlaku di Indonesia. Ketiga, hambatan yuridis utama terletak pada
disharmoni peraturan kewenangan penuntutan dan belum optimalnya koordinasi
antarlembaga. Upaya hukum yang diperlukan adalah harmonisasi regulasi
mengacu pada model Single Prosecution System tidak murni serta penguatan
kedudukan Kejaksaan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di bidang penuntutan
perkara Tindak Pidana Korupsi.
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